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BAB IV

KESIMPULAN

Indonesia, sebagai negara kepulauan dan memiliki potensi sumber daya
kelautan yang luar biasa, merupakan negara yang sesuai untuk menerapkan
kebijakan ekonomi biru dalam pengembangan sektor maritim. Kebijakan nasional
berbasis ekonomi biru itu sendiri merupakan suatu hal yang baru diterapkan lagi
pada wilayah Indonesia. Dalam menyukseskan kebijakan ekonomi biru, Indonesia
perlu bekerja sama dengan pihak eksternal agar menghasilkan output yang positif

dan integratif.

Kerja sama antara KKP dengan FAO dapat dikategorikan sebagai kerja
sama yang fungsional, dengan melihat 4 prinsip dalam teori fungsionalisme David
Mitrany. Pertama, dari tujuan dominan pelaksanaan kerja sama ini dari aktor yang
terlibat, terlihat bahwa Indonesia melalui kementeriannya yaitu KKP, memiliki
tujuan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara
optimal dan lestari dengan menggunakan konsep ekonomi biru di Lombok sehingga
hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat dan membawa kesejahteraan bagi
masyarakat itu sendiri. Dari sisi FAO, secara spesifik FAO berharap melalui kerja
sama ini dapat mendukung pengembangan zona ekonomi terintegrasi dalam
meningkatkan pengelolaan budidaya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan
dengan konsep ekonomi biru di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Selain

itu, FAO juga memiliki tujuan besar untuk mengurangi fenomena malnutrisi dan
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kelaparan, khususnya di negara-negara berkembang. Kebutuhan primer seperti
pangan merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi oleh setiap manusia dalam
bertahan hidup. Dengan melihat kedua tujuan aktor tersebut, dapat disimpulkan

bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama dalam melihat kerja sama di Lombok.

Kedua, instrumen kebijakan negara yang digunakan oleh Indonesia adalah
instrumen ekonomi melalui beberapa dokumen kebijakannya, seperti Nawa Cita,
Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia, dan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan
Indonesia 2016-2019, Indonesia menyampaikan komitmen seriusnya dalam
menjalankan kebijakan berbasis ekonomi biru. Ketiga, adanya dorongan pembuatan
agenda kerja sama yang mendorong kerja sama antara KKP dan FAO itu lebih
ditekankan pada low politics atau isu ekonomi dan sosial. Indonesia ingin
menjadikan program implementasi kebijakan ekonomi biru di kawasan Lombok
membawa dampak positif yang mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat
Lombok itu sendiri. Melihat beberapa hasil yang telah diteliti, rekomendasi
kebijakan FAO bermanfaat bagi KKP dan pemerintah Lombok setempat sehingga
pemerintah mengetahui celah-celah kendala dan hambatan yang harus dihadapi.
Rekomendasi kebijakan dari FAO setelah diterapkan oleh KKP juga menghasilkan
banyak perubahan positif yang berhasil untuk masyarakat Kabupaten Lombok

Tengah dan Kabupaten Lombok Timur itu sendiri.

Keempat, FAO dalam kerja sama ini memiliki peran yang substansial,
dengan memberikan laporan kajian yang penting untuk rekomendasi kebijakan
KKP dan pemerintah daerah, salah satu rekomendasinya mengadakan beberapa

penyuluhan tentang ekonomi biru kepada masyarakat sehingga nelayan sebagai
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pelaku utama perikanan memahami dengan baik. Selain itu, FAO juga memberi
asistensi atau pendampingan bersama dengan KKP dalam mengusung beberapa
program-program bagian dari implementasi kebijakan ekonomi biru. Meskipun
peranan dominan tetap dipegang oleh KKP, FAO lebih banyak bertindak sebagai
pihak yang memberikan dana dan bantuan asistensi. Namun penelitian dan
rekomendasi kebijakan yang dilakukan oleh FAO langsung mendapat respons dari

KKP sehingga bisa direncanakan program-program pendukung lainnya.

Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara
Barat, dipilih sebagai lokasi program percontohan ekonomi biru dengan beberapa
pertimbangan. Lombok merupakan salah satu kawasan yang memiliki kekayaan
sumber daya alam luar biasa, namun kekayaan tersebut belum dimanfaatkan secara
optimal oleh masyarakatnya sendiri. Ironisnya, tingkat kemiskinan di Lombok
masih cukup tinggi, namun masyarakat masih terhalang dengan berbagai hambatan
yang membuat Lombok belum mampu melakukan pengelolaan yang baik dan

berkelanjutan.

Adapun, program pembangunan kerja sama antara KKP dan FAO
membawa beberapa dampak dalam aspek yang menjadi bagian dari konsep
ekonomi biru. Aspek yang termasuk dalam konsep ekonomi biru adalah aspek
ekonomi, lingkungan, dan sosial. Beberapa penelitian yang diadakan di Kabupaten
Lombok Tengah dan Lombok Timur menghasilkan data bahwa kerja sama tersebut
membawa dampak positif dalam aspek-aspek yang telah ditentukan. Secara
ekonomi, Kabupaten Lombok Timur sudah melakukan budidaya rumput laut secara

intensif dan menghasilkan pertumbuhan tingkat produksi. Hal itu juga memicu
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masyarakat Lombok Timur untuk melakukan usaha dalam bidang budidaya rumput
laut sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, kendalanya adalah
masih kurang Kketersediaan modal dan infrastruktur yang memadai untuk

menunjang aktivitas nelayan.

Secara lingkungan, penelitian yang dilakukan di Lombok Tengah meneliti
bahwa penggunaan IMTA dalam pembudidayaan rumput laut dengan ikan kerapu
membawa hasil yang positif. Hasilnya, kualitas air semakin jernih, tingkat produksi
rumput laut juga meningkat secara signifikan, dan lingkungan tetap terjaga karena
tidak ada limbah yang tersisa. Apabila sesuai dengan karakteristik wilayah
Kabupaten Lombok Timur, maka model IMTA ini bisa diterapkan juga untuk
lokasi-lokasi lainnya dengan kesesuaian lahan yang sejenis. Namun, IMTA belum
dapat diterapkan pada Kabupaten Lombok Tengah karena belum ada alat teknologi
yang memadai sehingga prinsip nol limbah dalam ekonomi biru belum dapat
terpenuhi. Pada hal ini, ke depannya KKP dapat menyediakan dan memberi
penyuluhan tentang penggunaan IMTA kepada pelaku utama perikanan di
Kabupaten Lombok Tengah sehingga prinsip nol limbah dapat diterapkan dan
dampak positif yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur juga bisa dirasakan oleh

Kabupaten Lombok Tengah.

Sedangkan, dari aspek sosial, penelitian yang dilakukan di Kabupaten
Lombok Tengah menemukan bahwa tingkat pendidikan dan kesetaraan gender para
pelaku utama sektor perikanan, yaitu nelayan, masih harus menjadi perhatian
penting. Mayoritas nelayan yang ada disana merupakan lulusan SD dan sebagian

besar berjenis kelamin laki-laki. Pemerintah harus memfasilitasi penyuluhan-
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penyuluhan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan kapasitas laki-laki saja,
tapi juga untuk kaum perempuan. Pemberdayaan perempuan sangat penting karena
dapat meningkatkan pendapatan keluarga dan menambah kesejahteraan
masyarakat. FAO yang juga menyadari akan kelemahan kondisi sosial ekonomi di
Lombok Tengah. Melihat fenomena tersebut, KKP merespon dengan rencana
strategis peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk agenda tahun 2016-
2019 di Kabupaten Lombok Tengah. Program jangka panjang, seperti beasiswa
pelajar anak pelaku utama perikanan dan program jangka pendek, seperti advokasi
dan pelatihan menjadi sarana yang krusial bagi peningkatan kualitas sumber daya

masyarakat Lombok.

Secara keseluruhan, kerja sama FAO dan KKP dalam The Lombok Blue
Economy Implementation Program membawa hasil positif dengan dampak yang
bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur itu
sendiri. FAO melakukan kajian yang mendetail dan mendalam sehingga pihak KKP
dan pemerintah daerah Lombok menyadari akan kekuatan, kelemahan, kesempatan,
hambatan, dan kesesuaian medan program ekonomi biru ini. Dengan informasi dan
rekomendasi yang disediakan oleh FAO, KKP dapat menindaklanjuti langkah-
langkah selanjutnya untuk menjadikan program ekonomi biru ini berlangsung
secara integratif. Prinsip-prinsip yang ada dalam konsep ekonomi biru dapat
dijalankan dengan baik, meskipun masih banyak kendala yang perlu menjadi
perhatian dan bahan evaluasi pemerintah Indonesia, agar tidak terulang lagi apabila
diterapkan untuk daerah-daerah lainnya. Pendampingan dan pengawasan harus

dilakukan oleh semua pihak, baik itu pihak FAO dan KKP, untuk menjamin
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transparansi aliran dana bantuan pembangunan dan membawa manfaat bagi

masyarakat setempat.

Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur memiliki kapasitas yang
berbeda-beda, setiap program pembangunan harus menyesuaikan dengan
karakteristik wilayah tersebut. Ekonomi biru itu sendiri merupakan pendekatan
fleksibel, hingga menyesuaikan dengan lingkungan lautnya dan bagaimana
manusia dapat memanfaatkan lingkungannya untuk kesejahteraan masyarakat
umum. Apabila konsep ekonomi biru ini akan diterapkan di wilayah-wilayah
maritim lain di Indonesia, maka banyak aspek yang harus dipertimbangkan sebelum

memutuskan perencanaan program pembangunan di masa depan.
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